
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.47, 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN. Pajak. 
Pemeriksaan. Tata Cara. 

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17/PMK.03/2013 
TENTANG 

TATA CARA PEMERIKSAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan 
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Pajak sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 82/PMK.03/2011; 

b. bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan terhadap 
Wajib Pajak yang mengajukan permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan 
dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan 
tindak pidana di bidang perpajakan telah diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
191/PMK.03/2007 tentang Penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak Atas Permohonan Pengembalian 
Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak 
Yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti 
Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan; 

c. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a juga terkait dengan ketentuan mengenai 
tata cara penyegelan dalam rangka pemeriksaan 
pajak yang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri 
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Keuangan Nomor 198/PMK.03/2007 tentang Tata 
Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan di 
Bidang Perpajakan; 

d. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap 
ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pajak, 
tata cara pengungkapan ketidakbenaran pengisian 
Surat Pemberitahuan, tata cara penerbitan surat 
ketetapan pajak atas permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak terhadap Wajib Pajak 
yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti 
permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, dan 
tata cara penyegelan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan 
huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 17B ayat (1a), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 31 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 
2009 serta Pasal 8 ayat (8) Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan 
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran 
Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5268); 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA 

CARA PEMERIKSAAN. 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang 

selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 

2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif 
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

3. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat 
tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha 
atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap 
perlu oleh Pemeriksa Pajak. 

4. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor 
Direktorat Jenderal Pajak. 

5. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan 
kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran 
pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data 
dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur 
Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, 
menerbitkan/ menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 
mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

6. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal 
Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk 
melaksanakan Pemeriksaan.  

7. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang 
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa 
orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut 
sebagai Pemeriksa Pajak. 
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8. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah 
surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 

9. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat 
pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam 
rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 

10. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat 
panggilan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dalam rangka 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

11. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah 
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup 
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba 
rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. 

12. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya 
elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data 
elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tape 
backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya. 

13. Tempat Penyimpanan Buku, Catatan, Dan Dokumen adalah tempat 
yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak, perusahaan penyimpan arsip 
atau dokumen dan/atau yang diselenggarakan oleh pihak lain. 

14. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat 
atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak 
yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat 
untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang 
dikelola secara elektronik dan benda-benda lain. 

15. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah 
catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak 
mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, 
dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan 
simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan. 

16. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat 
SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang 
meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, 
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perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan 
perhitungan sementara dari sanksi administrasi. 

17. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara 
Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang 
hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil 
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi 
koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak 
disetujui dan perhitungan sanksi administrasi. 

18. Tim Quality Assurance Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh 
Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan 
yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan 
yang berkualitas. 

19. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah 
laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang 
disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai 
dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan. 

20. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP Sumir 
adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan 
penerbitan surat ketetapan pajak. 

21. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan 
untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah 
terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.      

22. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib 
Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil 
Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian 
tahun pajak, atau tahun pajak yang sama. 

23. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah 
pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait 
dengan pelaksanaan Pemeriksaan. 

BAB II 
TUJUAN PEMERIKSAAN 

Pasal 2 

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan 
tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.  
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